
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KHPUI'USAN MENI}]RI PERENCANAAN PEMI]ANGLINAN NASIONAI,/
KIPAI,A I]ADAN PIRT]NCANAAN PT]MI]ANGIINAN NASIONAI,

NOMC)R KEP. /,M.PPN/HK/08/2|r23
TT]NIANG

PT]Mt}ENIUKAN TI]U KOL]RDINASI SI'RATEGIS

R}]}.ORMA AG RARIA NASIONAI,

MENTERI PER},NCANAAN PT]MI}ANGUNAN NASIONAI,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,

I'le ninrbang

Mengin.gat

a. bahwa dalam rangka menyelen.clgarakan fun.gsi koordinasi dan
pemmusan kebijakan terkait reflrrma agraria sebagai upaya
perbaikan pengelolaan pertarraharr nasional, perlu dilakukan
kL)lrrdillasi derrgan melibatkan Kernenterian/ Lembaga terkait,
Penierintah Deerah, Organisasi non pemerintah, dan instansi
lerkait lainnya;

b. bahwa berdasark:rn pertimballSalr sebagainrana dimaksud dalam
huruf a, perln rrrembentuk I'inl Koordinasi Strategis Reforma
Agraria Nasional;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalanl
Larnpirarr Keputusan ini dianSqgap rnampu dan mernerruhi
persyaratan untuk duduk dan melakanakan tugas sebagai

anAgota Tim Koc'rrdinasi Strategis Refonna Agraria Nasional;

l. Urrdang-Llndan3 Nomor 25 'Iahurr 2004 tentanS Sistenl

Percncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indolresia Tahun 2004 Nomor I Ll4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Irrdonesia Nomerr 442 I );

2. Undang-Undatg Nornor 28 Tahln 2022 ferllang AnSgaran
Pcndapatan dan ttclanja Ncgara Tahun Anggaran 2023
(lcrnbaran Ncgara Rcpublik lndorrcsia Tahun 2022 Nomor 208,
Tambahan l.embaran Negara Rcpublik Indollcsia Nornor 6827);

3. Peraturan Pemeriutah Nomor 45 Tahun 20 1 3 terltang Tata Cara
Pelaksanaan Anlgaran dan Belarrja Negara sebagaimana tclah
diubah dengan l'eralurarl Pemerintah Nornor 50 Tahun 2!] l8;

4. Peraturan Presic-len Nornor 80 'l-ahun 202 I terltanS Kementeriarl
Perencan44n Perirbangurran Nasiorral;

5. Peraturan
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Menetapkan

PERTAMA

KXDUA

KXTIC]A

KEEMPA'f

KEI,IMA

5. Peraturan Preside[ Nomor 61 Tah$n ZOZI tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraluran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
20 1 6 tentarlg Perencanaan, Pelaks anaat,Pelaporan,Pemantatan
dan Evaluasi Kegiatan dan Angaran;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencan aan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasionall

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPAI-{ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI, TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

REFORMA AGRARIA NASIONAL.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional,
untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercanfitm dalam Lampfuan Keputusan ini.

Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penangpiung Jawab,
Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas
memberikan arahan kebljakan, mengawasi, membimbing, dan
memantau kemajuan dan memberi saran p.mecahan atas
permasalahan pelaksanaan kegiatan.

PenanggullS Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

bertngas :

a. Bertangung jawab secara umum terhadap pelaksanaan

kegiatan;

b. melakukan koordinasi lintas sektor daiam proses pen)'usunan
kebiiakan, strategi, dan rencana ke{a Tim Koordinasi Strategis;

c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim
Pelaksana; dan

d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim
Pelaksana.

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud d4l4m Diktum KEDUA

bertugas:

a. menyrrsun jadwal dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam peny'usunan

kebijakan dan strategi pelaksan aan refotma agraria nasionall

c. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan
informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi

kcpustakaan . . .



KXTUJUH

KXDELAPAN

kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak terkait,
dalam rangka koordinasi reforma agraria nasional;

d. menghimpun rtasukan dari para pemangku kepentingan di
bidang rcforma agrada dari betbagai pihak seperti instansi
pemerintah, akademisi, praktisi dalam bentuk seminar,
workshop maupun FGD (.fcrczls Group Discussion);

e. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi rcforma agrafia nasional;
dan

f. meny'usun dan melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi
Strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
sebagai Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
bertugas:

a. membanlu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam
pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dat"t tugas lain yang diberikan
oleh ]lm Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional dlbebankan pada

Anggaran Pendapala:n dan Belanja Negara Kementedan Perencanaan
Pembangunan Nasiorral/Badarr Perencanaafl Pembangunan Nasional
Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal Agustus2023

MENTIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFAF

5. Kcpala .. .

KE;NAM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Ylh:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappellas;

2. Direktur Jenderal Anggaratr, Kemellterian Keuangan;

3. Direklur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuanganl

4. Inspektur Utama, lJappenas;
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SUSUNAN KXANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAI,

Menleri PPN/Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNGJAWAB

LAMPIRAN
KEPTJTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMORKEP. /M.PPN/HK/08/2023
'I'ANGGAI AGUSTUS 2023

Deputi Bidang Pengembangan Regional,,
Kementerian PPN/Bappenas.

A. PENGARAH

C. TIM PEI-{KSANA

Ketua

Anggota

Direktur Tata Ruang, Pefianahan, dan
Penanggulangan Benoana, Kementerian
PPN/Bappenas.

l. Kepala tsiro Perencanaan dan Kerjasama,
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN;

2. Direktur Sinkronisasi Urusarl
Pemedntahan Daerah I, Kementerian
Dalam Negeri;

3. Direktur Pengukuhan dan Penatagvnaan
Kawasan Hutarl, Kemellterian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

4. Direktur Perluasan dan Perlindungan
Lahzur, Kementerian Perlanian;

5. Direktur Pengembangan Satuan
Permukiman dan Pvsat Satu4n Kawasan
Pengembangarl, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tefiinggal dan
Transmigrasil

6. Direktur Peizinan dan Kenelayanan,
Kementerian Kelautan dan Peikanan;

7. Keplla Biro Organisasi dan Kepegawaian,
Kementerian Agrafia dan Tata
Ruang/BPN;

8. Dirrektur Landrefonn, Kementerian
Agt aria dan T ata RuanS/BPN;

L Direktur .. .
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9. Direkfur Pengukuran dan Pemetaan Dlsar
Pettanahan dan Ruang, Kementerian
Agr aria dan T ata Ruang/BPN;

10. Direktur Pengukuran dan Pemetaan
Kadastral, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN;

11. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah
dan Ruang, Kementerian Agtafia dan Tata
Ruang/BPN;

12. Direktur Pemberdayaan Tanah
Masyarakat, Kementerian Agraia dan
Tata RuanS/BPN;

13. Kepala Pusat Data dan Informasi
Pefianahan, Tata Ruang dan l,ahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/tsPN;

14. Kepala Pusat Pemeta4n Rupabumi dan
Toponimi, Badan Informasi Geospasial;

15. Kepala Pusat Pemeta4n Tata R]j,ang daln
Allas, Badan Informasi Geospasial;

16. Direktur Kehutanan dan Konservasi
Sumber Daya Air, Kementerian
PPN/Bappenas;

17 , Kepala Bagian Peny'usunan Rencana, Biro
Perencanaan dan Kerjasama,
Kementerian ASraria dan Tata Ruang/BPN;

18. Kepala Bagian Program dan
PenSangSaran, Biro Perencanaan dan
Kerjasama, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN;

19. Kepala Bagian Kerja Sama, Biro
Perencana-an dan Kerjasama,
Kementedan Agraia dan T ata Ruang/BPN;

20. Kcpala Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan, Biro Petencar.aar. dan
Kerjasama, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN;

21 . Aswicaksana, S.T., M.T., M.Sc.,
Kementerian PPN / Bappenas;

22. Mohammad, Agung Widodo, S.P., MIDEC.,
Kementerian PPN / B appenas;

23.Diah...



D. TENAGA PENI)UKUNG

23. Diah Ienggogeni, S.T., M.Sc., Kementerian
PPN/Bappenas;

24. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si., MIT.,
Kementerian PPN/Bapprenas;

25. Ir. Hermani Wahab, M.Sc., Kementerian
PPN/Bappenas;

26. Dr. lr. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP.,
Kementerian PPN/Bappenas;

27 . Supriyadi, S.Si., MT., Kementeri4n
PPN/Bappenas;

28. Septaliana Dewi Pranallingtyas, S.E.,

M.Bus.Ec., Kementeriall PPN/Bappenas;

29. R^affli Noor, S.Si., MURP., Kementerian
PPN/Bappenas;

30. Elmy Yasinta Ciptadi, S.T., M.T.,
Kemenlerian PPN/Bappenas;

31 . Nur l'itrianto Adi Suasono, S.Konl.,
Kernenterian PPN/Bappenas;

32. Deby Eryani Setiawan, S.Si., Kementerian
PPN/Bappenas;

33. Triando Ersandi, SM., Kementerian
PPN/Bappenas; dan

34. Sapto Mulyono, SAP., Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Anna Astuti, Kementerian PPN/Bappenas;
dan

2. Ujang Supriatna,
PPN/tlappenas.

Ken1enteri4n

MENTERI PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCAN,d{N PEMBANGUNAN NASIONAI,,

SUHARSO MONOARF}T4
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